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KERJASAMA NEGARA-NEGARA ASEAN DI BIDANG

HAK MILIK INTELEKTUAL
Oleh : Elfia Farida

PENDAHULUAN

Perkembangan hubungan internasional sedang mengalami perubahan ke arsh

keadaan yang semakin terbuka, dengan semakin gencarnya gejala globalisasi perekonomizn
dunia, mendorong negara-negara untuk melakukan proteksi serta membentuk persekutuan
regional. ASEAN juga menggalang kekuatan perdagangan regional dalam bentuk AFTA
(ASEAN Free Trade Area). Hal ini dibuktikan dengan telah ditandatanganinya e
Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Cooperation dan Agreement on
The Common Effective Prejerential Tariff (CEPT). 13 AFTA merupakan langkah awal
menuju terbentuknya pasar bebas di ASEAN untuk mengantisipasi proses globalisasi
perekonomman doma,

Untuk meningkatkan dan memperkokoh kerja sama ekonomi antar serama negara
ASEAN diperlukan hukum sebagar salah sat sarana pendukungnya. Peranan hukum dapat
mendorong untuk menyesuaikan diri dengan berbagai strategi vang lebih berorientasi keluar
dan Iiberalizasi yang unilateral.

Pentingnya kerja sama atan harmonisasi hukum ASEAN sejalan dengan semakin
meningkainya penemuan-penemuan bare di bidang ilmu dan teknologi di lingkungan
ASEAN telah memperluas keanckaragaman jenis produk dan sekaligus akan mendorong
ekspansi pasar antara lain adalah masalah perlindungan Intellectual Property Right (IPR,
vang selanjuinya disingkat HMI=Hak Milik Inteleftual) Negara-negara di dumsa dewasa
ini semakin merasa berkepentingan untuk melaksanakan perlindungan HM1I produknya agar

1) CEPT adalah Persetujuan Terif Preferensi Efektif di mana negora anggota ASEAN sepakat
untuk menurankan tarif perdagangannya yang mencakup produk-produk manufaktus, barang
modal dan produk pertanian. Pada dasartiya, Skema CEPT merupakan penigembangan dari
skema kerja sama perdagangan intra-ASEAN seperti ASEAN-PTA (Preferential Trading
Arrangement) yang selama ini telah dilaksanakan.
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tidak dijiplak tanpa hak oleh pihak lain, sehingga akan merugikan pemegang HMI dan
sekaligus akan mengganggn pemasaran produkaya, 2)

HMI merupakan hak yang melekat pada suatu produk/barang hasil karya manusia
yang hams dilindungi oleh hukum. Perlindungan ini sangat penting, mengingat di samping
hiaya-biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh penemu tidak sedikit, juga untuk mendorong
gairah inovasi yang kreatif. 3)

Masalah perlindungan HMI telah menjadi persoalan yang penting baik bagi
Indonesia maupun bagi negara-negara ASEAN lainnya, terutama setelzh diluneurkannya
Putaran Urngnay dalam rangka GATT, negara maju semakin gencar metmnasukkan kiausula
perlindungan PR dikaitkan dengan perdagangan. Putaran Uruguay telsh memaswkml‘
masatah TRIPs (Agreement on Frade Related intellectual Property Rights) dulam agenda
perundingan dari 15 perjanjian yang merupakan suatu paket dalam GATT. Hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan WIPO (World Intellectual Property Orgaization) sudah
dianggap tidak memadai lagi bagi perlindungan HMI dewasa ini, sehubungan dengan
semakin terbukanya perdagangan internasional. Karena disinyalir oleh negara-negara maju
bahwa telah banyak dilakukan pelanggaran HMI, migalnys peniruan paten atan pemalsuan
merk, sehingea baik secara individual mavpun kolektif man tidak man akan terpengarub dan
harug menyesuaikan dengan ketentuan TRIPs. 4)

Dengan dibentulmya Pasar Bebas ASEAN, berbagai produk hasil karya intelektual
akan memegang peranan penting dalam perdagangan di ASEAN. Hal ini disebabkan
produk-produk yang akan dibebaskan dalam AFTA adalah produk manufakfur. Oleh karena
in perlu diadakan kerjasama ASEAN di bidang HMI dalam upays melindungi produk

industri nagionat di luar negeri, Khususnya di ASEAN,

PERMASAT AHAN
Untuk tercapainyn kerjasama ASEAN di bidang HMI dalam rangka menghadapi

2) Taryana Soenandar, Periindungan Hek Milik Intelektual di Negara-Negara ASEAN, Sinar
Grafika, Jakarta, 1996, Halaman 2.

3) fhid, Halaman 1.

4) fhid , Halaman 3.
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masalah TRIPs maka perlu diketahui tentang bagaimana pengaturan HMI, Langkah-1angkah
apa yang perlu dilaksanakan baik dalam hubungan intern ASEAN  maupun hubungan
ekstren dan bagaimana kendala-kendalanya.

PEMBAHASAN
Pengaturan Intellectual Propety Rights (Hak Milik Intelektual)
Usaha-usaha perlindungan HMI karena adanya ciptaan-ciptaan manusia. Oleh

karena itu perlindungan hukum terhadap HMI pada prinsipnya adalah perlindungan
terhadap pencipta yang dikenal dengan TPR.

Organisasi HMI dunia aten World Intellectual Organization {(WIPQY} didirikan
berdasarkan Korvensi internasional yang ditandalangani di Stockhlom pada tanggal 14
Juli 1967 yakni  Convention Establishing The World Intellectual Property Organization
bertakn pada talhun 1970. WIPO merupakan organisasi yang melanjutkan orgamsasi yang
dibentuk sebelumnya yaitu  United International Bureaw for The Protection of
Intellectual Property (BIRPI). BIRPI adalah suatu Biro Internaxional (fnternational
Bureau) yang menjadi lembaga eksekutif dari dua konvensi yaitu Paris Convention for The
Protection on Industrial Propperty tahun 1883 (Korvenst Parist, dan Bern Convention
on Fiterary and Artistic Works tahun 1886 vang tetah direvisi terakhir tabun 1971, WIPO
gelanjutnya dijadikan Badan Khusus FBB pada bulan Degember 1974. 5)

Menurut Konvensi WIPO, bidang-bidang HMI terdiri dari 2 (dua) cabang utama,
yaitu
1. Hak Milik Perindustrian (Industriel Property) vang meliputi penemuan barn

{inovation).
2. Hak Cipta vang meliputi kerya-karya di bidang kesusasterasn (literary), musik,
kesenian, photografy dan sinematografi. &)

5) Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman, Penulisan Karya Iimiah
Aspek-Aspek Hukum dari Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
(TRIPs} GATT, Hataman 9.

6} lbid, Halaman 10.
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Ada 2 (dua) fingsi pokok WIPO yaitu fingsi pengembangan dan fungsi

administratif.

Fungsi perfame dari WIPO dilakukan melalui kegiatan-kegiatan dalam rangka : (1)
memprakarsal pembuatan-pembuatan perjanjian internasional, (2) memberikan informasi-
informasi tentang perkembangan dan masalab-magalah HMI kepeda negara peserta, dan (3)
memberikan bantuan feknik kepada negara-negara berkembang. Fungsi Kedug adalgh
fingsi Administratif sebagai badan sentral bagi adminstrasi keanggotasn WIPCG dalam
perjanjiait-perjanjian internasional, kegiatannya dilaksanakan olsh alat-alat perlengkapan
adminstratif khusng. Tugas adminsitrastif tersebut antara lain : Mendaftarkan negara-negara
menjadi peserta perjanjian internasional di bawah WIPQ. Sampai saat ini telah berhasil
diadministrasikan konvensi-konvensi internasional mulai dari Konvensi Paris 1883
{terakhir direvisi talmn 1979) tentang Perlindungan Hak Milik Perindustrian  sampai
dengan Konvensi Brussel tahun 1974 tentang Perindustrian Program-program melalui
Satelit. Dalam perkembangan terakhir perjanjian yang telah berlaku dan akan
diadministrasikan vaitu Perjanfian Wina tentang Deposit Internasional, Perjanjlan
Jenewa tentarg Perekam Internasional. 7)

Tidak semua administrasi HMI dilakukan oleh WIPO, karena ada lembaga lain
vang menangani  administragi  perlindungan hak cipta, yaitu UNESCO (United Nations
Educationel, Scientific and Cultural Organization) bagi peserta Unilaterel Copyright
Convention dan  adminigtrasi dari Rome Convention on Neighboring Rights yang
ditangani oleh WIPO bekerja zama dengan UNESCO dan ILO (nternational Labour
Organization). B)

Pada tahun 1989 anggota WIPO telah mencapai 123 negma di antaranya :
Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Organisasi ini merupakan organizasi antar pemerintahan
vang berkedudukan di Jenewa WIPO bertugas untuk mengembangkan ussha-usaha
perlindungan terhadap TIMI, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi

internasional. Tujuan utama kerja sama WIPO dengan negara-negara berkembang di

71 Taryana So¢nandar, Op. Cit, Halaman 8.
8y BPHN, Op. Cit, Halaman 10



-5-

bidang HMI terutama di bidang Iak Milik Perindustrian adalah :

1. Meningkatkan dan memperiuas kuantitas dan kualitas kreasi-kreasi penemman yang
dapat dipatenkan oleh warga negaranya dan oleh para penpusahanya, terntama untuk
menunjang peningkatan kemandirian teknologi negara berkembang,

2. Memperbaiki ketentuan-ketentuan tentang cara perolehan tekuologi asing yang diberikan
paten, agar ketentuan itu lebih me:ngxmtwigkan negara berkembang dari pada yang selama
ini berjalan.

3. Meningkatkan: daya saing dalam perdagangan internasional melalui perlindungan trade
marks dan service marks yang lebih baik lagi.

4. Membeyikan wahana tentang infonnasi teknologi yang dimuat dalam dokemen paten.

Untuk menumjang tercapainya tujuan tersebut, negara-negara berkembang perlu
memodernigasi peratran, perundang-undangan dan lembaga-lembaga pemerintahan,
mengikuti perjagjian internasional, mempersiapkan dan menyediakan lebih banyak lagi
tenaga-tenaga spesialis di pemerintahan industri dan profesi hukum, serta menata dokumen-

dokumen paten dan memperbaiki metode analisisnva. o

Pada persiapan Putaran Uruguay 10) tahun 1982-1986, salah satu masalsh utama
yang dibicarakan adalah masalah pengatiran HMI yang sesungguhnya telah diwadahi oleh

WIPQ. Terhadap usulan agar masalal perlindungan HMI dikaitkan dengan peraturan

GATT, ternyata banyak perbedaan pendapat terutama di antara negara-negara berkembang

dengan negara-negara maju. Pada Prinsipnya negara berkembang memegang pendirian

bahwa pengaturan perlindungan HMI agar fetap berada di bawah WIPO dan tidak dikaitkan
dengan perdaguangan yang dinaungi oleh GATT menurut negara berkembang GATT tidak
kompeten dun tidak mempunyal pengalaman unmk menentukan apakah sesuatu barang

dianggap mengandung unsur penipunan atau tidak, tetapi WIPO mempunyai mekanisme bagi

9) Taryana Socnandar, Op. (i, Halaman 9.

10) UATT telah melaksanakan 8 (delapan) kali putaran pervmdingan, yaitu : Putaran Genewa
(1947), Putaran Annency (1949), Putaran Turgouay (1950-1951), Putaran Genewa (1955-
1956), Puiaran Dilion (1961-1962), Putaran Kennedy (1963-1967), Putaran Tokyos (1973-
1979) dan Putaran Uruguay (1986-1993).
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yang berpendirian bahwa sebaiknya GATT

perlindungan HMI. Sebaliknya ada pihak-
mengatur masalah-masalah perdagangan, juga dapat menmdingkan masalah-masalah
perdagangan yang berkaitan dengan FIMI (TRIPs), schingea perlu ada smatu perjanjian
multilateral untuk menghindarkan tiap negara gecara sepihak mengambil tindaken-tindakas
pembalasan terhadap dikuranginya HIMI warga negara mereka. 11)

Datam dasawarsa terakhir ini, permasalahan HMI semakin terasa lebih kompleks
fagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang HMI semata, soalnya banyak
kepentingan yang berkaitan dengan HMI tersebut, bidang ckonomi dan politik sadeh
menjadi wnsur yang tidek terpisshkan dalam membahas permasalahan HMI. Misalnya
masalah paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan sistem perlindungan hak
individu terhadap penemuan barn di dalam negerinya, tetapi sudah meluas agi merupakan
bagian dari masalah politik dan ekonomi secara luas. Malshan massalah tersebut telah
menjadi salah satn bagian dari masalsh politik dan ckonomi antara negara-negara
berkembang dengan negara maju dengan segala kaitan dan akibat sampingnya 12)

Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya meminta negara-negara berkembang
untuk mengekfektitkan pengaturan I—[MI-nyzi daﬁ menjadikan keadasn demikian sebagai
konseri fimbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara berkembang
tidak inau diajak menyetujni pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat, dan
negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan atan membuka pasarannya untuk tekstil dan
hagil pertaniannya. 13)

Melihat dari contoh tawar menawar seperti di atas menggambarkan bahwa semakin
jelasiah begitu besar pengarnh HMI dalam perdagangan, maka di Jenewa September 1990
Intellectual Property in Bussiness Briefing mendiskusikan masalah tersebut, yang kini
dikenal dengan TRIPs. Jadi di sini kita lihat secara nyata bahwa perdagangan internasional
bukan mengurns soa | dagang saja, tetapi berbagai tekanan-tekunan  yang dilakukan di

11y Sudargo Gautama, Segi-Segi Hukwm Hok Milik nteleitual, Eresco, Bandung, 1990, Halsman
18,

12) Mochammad Djumhana, Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Halaman
8.

13y Ibid, Halaman 9,
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bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya HMI, merk dagang, paten dan

hak cipta, soal-aoal hak-hak manusia, kebebasan mengadakan pemogokan 14)

Pada dasamya keterkaitan antara perdagangan dan perlindungan HMI, telah tersirat
di dalam perjanjian GATT seperti ketentuan tentang National Treatment (pusal 111), dan
Perkecualtan Umnm bagi Kepentingan Nuasional (Pase! XX), bahwa dalam hal-hal
tertentn sualy negara dapat melaksanakan perkecualian dari pringip GATT apabila
dirasakan penting dalam menerapkan pengaturan bidang HMI.

Ketentuan perjanjian di bidang HMI dipertukan untuk mengantisipasi timbuinys
ketegangan dalam hubungan ekonomi internasional. Untuk ifw Perjagjian Urnguay
menetapkan penerapan prinsip-pringip dasar GATT dan perjanjian HMT yang relevan,
perjanjian mengenai pelaksanaan atan penegakan hak-hak tersebnt, penyelesaion sengketa
muftilateral dan peraturan peralihannya Ketentuan-ketentuan tersebut dijabarkan lebih
lanjut ke dalam tiga bagian : Pertan, menetapkan ketentuan umuwn dan prinsip dasarya.
Ketentuan-ketentuan dan prinsip tersebut merupakan komitmen perlakuan nasional yang
memperiakukan negara lain dengan perlakukan yang sama seperti kepada warga negaranya
dalam hal perlindungan HMI. Ketentuan ini mengandung snatu klansula pelaksanasn yang
sama terhadap semua warga negara (Most Favoured Nations Clause). Ketentuan demikian
miernpakan suatn hal yang barn dalam perjanjian HMI Internasional, iebih lanjut ditegaskan
pula bahwa pelaksanaan tersebut harug diberikan secara langsung dan tanpa syarat kepada
warga. asing lain. Kedua, mengatur bentuk-bentuk FIMI. Khusngnya hak cipta, para pihak
diwajibkan untuk mematubi isi ketenfuan-ketenfuan Konivensi Berne (1971) bagi
perlindungan karya-karya literstur dan sem. Ketiga, mengatur kewajiban-kewajiban
snggota pemerintsh untuk memberikan prsosedur-prosedur dan upaya penanggulangan
menurnt hukum nasionalnya masing-masing,

Tujuannya adalah unfuk menjamin agar HMI-nya dapat dilaksanakan secara efektif, baik

pemegang hak-hak oleh warga asing ataupun oleh warga negaranya. 1s)

14) Sudarpo Gauwtama, Perdapangan, Perjanjion, Hukwm Ferdata Internesional dan Hek Milik
Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Halaman 21.

15) Huala Adolf dan A Candrawulan, Masaleh-Masaleh Hukum delam Perdapangan
Internasional, PT. Raya Grafindo Persada, Jakarta, 1994, Halaman 41,
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Perjanjian ini membentuk pula suatu Council (Dewan) Perdagangan HMI (Cournci!

Jjor Trade Related Aspects of iIntellectual Properiy Rights).. Badan ini bertugas
memonitor pelaksanaan perjanjian dan penatasannya oleh para pemerintsh apabila timbul
sengketa dalam bidang ini, maka progedur penyelesaian gengketanva juga berlangsung

menurat prosedur penyelesaian sengeketa yang ada dalam GATT 16)

Langkah-langkah Kerja Sama ASEAN 8i bidang HMI

Langkah-langkah wntuk mengudakan kerja gama ASEAN di bidang HMI, dewasa ini
belum banyak menunjukkan adanya upaya konkret dalam waktu dekat. Tetapi untuk jangka
panjang hal ini akan banyak artinya bagi negara-negara ASEAN batk dalam menggalang
kerja sama regional maupun menghadapi perkembangan hubungan dengan negara-negara di
fuar ASEAN. Pada tanggal 29 Oktober 1982 di Kuala Lumpur Malaysia ASEAN LAW
ASSOCTATION pernah mengadakan Work Shop V' vang antwra lain membicarakan
Protection of Intellectual Property. Walupun tindak lanjut dari pertemuan ini belum ada,
namun dalam beberapa persetujuan khususnya di bidang ekonomi dan perindusirian telah
menunjukkan pentingnya perlindungan magalah HMI. Misalnya, dalam Agreement among
The Government of Brunei Derussalam, The Republic of Indonesia, Malaysia, The
Republic of Philippines, The Republic of Singapore, and The Kingdom of° Thailand for
The Promotion and Protection of Investment, Manila, 15 Desember 1987 Pasal 1 ayat 3
(b) menyatakan pentingnya perlinduwigan Masalah Intellectual Property. Kemudian pada
tanggal 12-15 Desember 1989 telah diadakan pertemuan antara para pakar Hak Cipta
ASEAN yang dilanjutkan dengan pertemuan kedua pada tanggal 23-26 Jamuari 1990 di
Bangkok Thailand. Walaupun COCI (ASEAN Commitiee on Culture and Information)
hanya menyangkut produk ASEAN yang dapat dipasarkan, namun sekurang-kurangnya telah
ada perkembangan ke arah kerja sama ASEAN. 17

Di samping berlaku nasional, bidang HMI diater pula oleh konvensi-konvensi
internasional. Dari sekian banyak yang telah dukuh oleh negara-negara anggota ASEAN

16} hid, Halaman 14,
17) Taryana Soenandar, Op. (it, Halaman 5.
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baru sekitar 4 (empat) bush saja, itupun tidak seroua anggota secara bersama menjadi

peserta. Bidang perlindungan Hak Milik Perindustrian yang diatar oleh XKonvensi Paris
1882 diikuti oleh Indonesia (1979), Malaysia (1989), dan Filipina {1980). Diantara
negara-negara ASEAN, tampaknya Filipina lebih maje dalam keangpotaan Konvensi
Internasional batk di bidang Hak Milik Perindustrian maupun di bideng Hak Cipta,.
Bidang Hak Cipta distur oleh dua Konvensi yaitu : Konvensi Bern yang diitkuti oleh
Malaysia (1991), Filipina (1951), Thailand {1931), dan Konversi Hak Cipta Sedunia
(Universal Copyright Conventior) ditkati Fipilpina (1955). Indonesia sampai seat ini
belum mengikuti konvesi internasional di bidang hak cipta, tefapi sekorsng dengan
diundangkamnya Undang-undang Nomor 7 tafwn 1987 tentang Perudahan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta, telah ada indikasi untuk menyesuaikan
dengan Konvensi Bern. 18)

Faktor vang mendukung kerja sama ASEAN  misalnya masalah HMI telah
dilindungi maging-masing negara, dan produk-produk yang dipatenkan atanpun karya-karya
cipta dari masing-masing negara ASEAN telah banyak beredar di lingkungan ASEAN.
Masalah yang perlu diperhatikan adalah mengenai rgensi diadakannya kerja sama, karena
bagaimanapun juga segi hukum HMI di lingkongan ASEAN dewssa ini telah menjadi
kebutuhan dalam rangka menmunjang pembangunan industri dan perdagangan baik untuk
kepentingan intern regional ASEAN manpun dalam menghadapi arug globalisasi ekonomi
di luar ASEAN. 19)

Keterbukaan ekonomi dunia akan mempengaruhi arus barang dan teknologi,
terutama yang menyangkut barang-barang manufaktur. Para penemu teknologi dan para
produsen akan semakin berkepentingan dengan masalah perlindungan HMI, seperti merk,
paten, desain industri. Hal ini disebabkan nilai kebaruan dan kreatifitax untuk merekayasa
komoditas, merupakan salph sate faktor alat persaingan. Dewasa ini masalah HMI telah
dijadikan topik utama dalam setiap hubungan perdagangan dan ekonomi terntama oleh
negara-negara maju. 20)

18) bid, Halaman 26.
19) Jhid, Halaman 27.
20) Ibid, Halaman 28.
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Dalam rangka kerja sama ASEAN di bidang HMI perlu dindakan suatu

harmonisast hukum di bidang HMI. Oleh karena itu pertu diketahui pringip-pringip hukum
dari konvensi-konvensi utama baik yang berada di bawah WIPO maupun UNESCO, dalam
hal ini adalah Konvensi Paris, Konvensi Rern dan Universal Copyright Convention.

1. Konvensi Paris 1883 tentany Hak Miltk Perindustrian 21)

Konvesi ini mempat 2 (dva) kelompok aturan penting yakni @ (1) Kefentuan dasar

substansial (The Basic Substantive Rules) dan {2) Ketentuan Dasar Prosedural (The

Basic Rules of Procedural). Pasal 1-12 merupakan ketentuan substantif dari Konvensi

Parig yang meliputi 3 {tiga) kategori utama pengaturan yaifu :

(a) Perlalman Nasional (Nationa! Treatment) atan Agimilasi (Assimilation)

{b) Hak Prioritas (The Right of Priority) terhadap paten (sertifikat penemu dan utility
models), merk, dan desain industri.

{¢) Ketentuan Umum (Comumon rules) yang harng diikuti oleh semua negara peserta.
Ketentuan tersebut yang penting adalah : Ketentuan Umum di bidang paten, merk,
desain indoetri, nama perdagangan, indikasi sumber, persaingan cwang dan
administrast.

Pasal 13-30 yang berlaku di Indonesia merupakan peraturan yang bersifaf administratif

dan prosedural. Pokok-pokok ketentuan tersebut meliputi hat-hal sebagai berilmt :

Majelis Union (pasal 13), Panitia Fksekutif (pasal 14), Biro Infernasional {pasal 15),

Keuangan (pasal 16), Amandemen (pasal; 13-17), Revisi pasal 1-12 dan pasal 18-30,

Perjanjian Khusus (pasal 19) dan pasal 20-27 mengafur mengenai Tata Cara Ratifikasi

dan Asest.

2. Konvensi Bern 1886 untuk Perlindungan Karyva Sastra dan Sent 22)
Konvensi Bern memberikan ruang lingkup hak cipta gebagai karys sastra dan seni 23)

11y Zhid, Halaman 14,

22y Ihid, Halaman 19.

23) Datam beberapa peraturan nasional dikelompokkan dalam kategori yang berbeda-beda seperti ;
Tndonesia : Umu Pengetahinan Seni dan Sastra, Filipina : Sastra dan Seni, Malaysia :© Ilou
Pengetabuan, Sastra dan Seni. Pasal 2 ayat (1) Konvensi Bern : Istilah Karya Sastra dan Seni
{Literary and Artistic Works) meliputi setiap karya kesusastraan, penguasaan dmu pengetahuan
dan kesenian,
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dan UCC meliputt UCC (Tniversal Copyright Convention) meliputi Rarya sastra, ilmu

pengetahuan dan seni.

Hak-hak =1 pencipta harus dilindungi termasnk hak mempercleh ganti rugi secara
eksklngif oleh hukum negara di mana perlindungannya dimohonkan (pasal 5 ayat 2) ).
Pencipta berhak menyatakan keberatan terhadap setiap perusakan (distortion),
penggandaan atan perubahan, atan tindakan-tindakan yang lainnya yang dapat merugikan
terhadap karya tersebut, sehingga dapat merugikan kehormatan atan repntasinya yang
disebut “The Right of Respect” (pasal 6 ayat (1) ). Jangka waktu perlindungan pada
uwmnpnya adalah selama hidup pengarang ditambah SO (lima puluh) tahun setelah
meninggal dunia. (pasal 7 ayat (1) ).

3. Universal Copyright Convention (UCC) 1952 direvisi tahun 1971 24)

Kategori Hak Cipta dalam UCC meliputi karva sastra, ilmu pengetahuan, dan karva seni,
termasuk karya tulis, karva drams, sinematografi, lukisan ukiran fergraving) dan seni
pahat (Sculptur). Jangks waktn untuk perlindungan hak cipira menurut konvensi int
adalah selama hidup si pengﬁrang ditambgh 25 {duapuluh lima) tabun setelah meninggal

dunia.

Kendala-kendala dalam Kerja Sama ASEAN di bidang HMI _

Terdapat beberapa kendala dalam pengaturan hukum bagi terwujudnya harmomisasi

bukum di negara-negara ASEAN, Kendala-kendala tersebut meliputi . 25)

1. Terdapat perbedaan gistem hukum yang dianut oleh negara-megara ASEAN yuang
digebabkan oleh iatar belakang sejarah, sepertt Malaysia, Singapura dan Brunes
Darussalam sebagai negara bekas jajahan Inggris mengamut Sistem Hukum “Common
Law” yang mendasarkan pada kasus, sedangkan negara Indonesia sebagai bekas jajahan
Belanda menganit Sisfern Eropa Continental. Demikian juga Thailand yang walanpun
tidak pernzh dijajsh tetapt telah menggunakan konsuitan Perancis dalam penyusunan
sistem hukumnya terpengaruh oleh Sistem Hukum Eropa Continental. Filipina banyak

24) Taryana Soenandar, Op. Cit, Halaman 21,
25y 7hid, Halaman 123.
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dipengaruhi oleh Hukum Spanyol yang juga menganut Sistem Eropa Continental yung

mendagarkan pada peraturan perundang-undangan.

2. Pengatuan perlindungan HMI vang berbeda, bukan hanya jangka waktu saja yang
berbeda tetapi jnga mengenai ruang lingkupnya. Migalnya © di Indonesia dan Thailand
produk-produk pertanian dan makanan (vang termasuk dalam Skema CEPT) tidak
termasuk produk yang dilindungi oleh paten. Tetapi di Singapura dan Malaysia ticdak
terdapat pembatasan fersebut, asal pepemwan telah didaftarkan di Ingeris dapat
didaftarkan di Singapura atan Malaysia dalan jangka waldu 3 (tign } tahun, meka
penemuan di bidang makanan dan produk pertanian termasuk magslah varitras bara, Hal
int akan menimbutkan kerancuan dalam penerapan dan petiegakan hukum dalam rangka
AFTA, bahwa mungkin alean menimbuikan peluang sengketa antar negara.

Untuk mengantisipasi kendala-kendala tersebut, sehingga tidak menimbulkan
kerancuan dalam penerapan (penegakan) hukum dalam rangka AFTA, maka diperiukan
suatu upaya ratifikasi sepenvhnya terhadap Konvenst Paris 1883 dan Konvengi Bern 1886.
Selain it juga diperlukan soatu perjanjian bilateral manpun muitilateral di antara negara-
negara ASEAN, khususaya di bidang HMI.

KESIMPULAN

Dengan telah dilupcurkannya Putaran Urngnay dalam rangka GATT, negara maju
gsemakin gencar memasykkan klauwsula perlindungan HMI dikaitkan dengan masalah
perdagangan, hal int telah memjadi persoalan yang penting bagi negara-negara ASEAN
dalam rangka melakukan habungan intern ASEAN maupun hubungan ekstern.

Oleh karena itu ASEAN perlu memodernisasi peraturan perundang-undangan dan
lembaga-lembaga  pemerintaban  mengikuti  perjamjiun-perjanjian  internasional,
mempersiapkan dan menyediakan lebih banyak lagi tenaga-fenaga spesialis di bidang
pembangunan industri dan profesi hukum serta menata dokumen-dokumen paten dan
memperbaiki metode analisisnya.

Dilihat dari latar belakang sejarabnyn meka terdupat perbedasn pada peraturan-
peraturan hukum di negara-negara ASEAN. Dalam pengaturan perlindungan HMI juga
terdapat perbeduan jangka waktu pembenan perlindungan dan ruang lingkupnya. Maka
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dalam mhgka mengantisipasi berlakunya CEPT dalam kerja sama AFTA secara Beﬂahap
perlu dilakukan hermonisasi hukum di bidang ekonomi dalam hal ini harmonisai hukum
~ terhadap perlindungan HML

Sebelum dilakukan hermonisai hukum di bidang HML, dalam jangka dekat dapat
ditempuh jalan alternatif untuk menganti;ipasi hal tersebut yaitu : :
1. Upaya ratifikasi sepermhnya Ronvensi Paris dan Konvensi Bern dan tidak periu
dilalmkan reservasi terhadap pasal-pasal fertentu. Ataupun sekalipun dilaksanakan
reservasi maka reservasi harus seragam di antara negara-negara ASEAN.

2. Diupayakan perjanjian bilateral di antara negara-negara ASEAN di bidang HML
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